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This article aims to analyze a hybrid national 

leadership education model for Indonesia by 

adopting best practices from Singapore, Finland, 

Germany, South Korea, the US, and China, which 

are adjusted to Pancasila values and local needs. 

Through literature studies and comparative 

analysis, this study identifies key elements such as 

meritocracy, technology training, structured cadre 

formation, and a humanist approach. 

Implementation includes strengthening 

Lemhanas, establishing regional leadership 

schools, international collaboration, and 

mandatory certification. The results show the 

potential for improving the quality of leaders with 

integrity, innovation, and responsiveness, with 

implications for strengthening national 

governance and sustainable development. 
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Artikel ini bertujuan menganalisis model 

pendidikan kepemimpinan nasional hybrid untuk 

Indonesia dengan mengadopsi praktik terbaik 

dari Singapura, Finlandia, Jerman, Korea Selatan, 

AS, dan China, yang disesuaikan dengan nilai 

Pancasila dan kebutuhan lokal. Melalui studi 

literatur dan analisis komparatif, penelitian ini 

mengidentifikasi elemen kunci seperti 

meritokrasi, pelatihan teknologi, kaderisasi 

terstruktur, dan pendekatan humanis. 

Implementasi meliputi penguatan Lemhanas, 

pembentukan sekolah kepemimpinan daerah, 

kolaborasi internasional, dan sertifikasi wajib. 

Hasilnya menunjukkan potensi peningkatan 

kualitas pemimpin yang berintegritas, inovatif, 

dan responsif, dengan implikasi pada penguatan 

tata kelola nasional dan pembangunan 

berkelanjutan. 

 
  

mailto:hendrimanputra@gmail.com
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Indonesian Journal of Interdisciplinary Research in Science and Technology (MARCOPOLO) 

Vol. 3, No. 3, 2025 : 419 - 436 

  421 
 

PENDAHULUAN 
Pendidikan kepemimpinan nasional merupakan fondasi krusial dalam 

membangun pemimpin yang kompeten, berintegritas, dan adaptif terhadap 
tantangan global. Di era kontemporer, pola pendidikan ini tidak hanya 
membutuhkan penguasaan hard skills seperti analisis kebijakan dan teknologi, 
tetapi juga soft skills seperti empati, kolaborasi, dan ketahanan mental. Indonesia, 
sebagai negara dengan keragaman budaya dan kompleksitas masalah 
pembangunan, perlu mengadopsi model pendidikan kepemimpinan yang 
holistik dan berkelanjutan, dengan menyesuaikan praktik terbaik dari negara-
negara yang telah sukses mencetak pemimpin berkualitas. 

Studi kasus dari Singapura, Finlandia, Jerman, Korea Selatan, Amerika 
Serikat, dan China menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan 
kepemimpinan bergantung pada integrasi antara teori dan praktik, penguatan 
karakter, serta adaptasi terhadap perubahan teknologi dan sosial. Misalnya, 
Singapura menekankan meritokrasi dan good governance, sementara Finlandia 
fokus pada kesejahteraan mental dan inovasi. Jerman dan Korea Selatan sukses 
mengombinasikan pendidikan vokasi dengan penguasaan teknologi, sedangkan 
AS dan China mengedepankan studi kasus dan kaderisasi terstruktur. 

Untuk itu, Indonesia perlu mengembangkan hybrid model yang 
menggabungkan elemen terbaik dari berbagai negara tersebut, dengan tetap 
berakar pada nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal. Pendekatan ini tidak hanya 
akan menghasilkan pemimpin yang cakap secara teknis, tetapi juga berkarakter 
kuat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Implementasinya 
memerlukan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan 
masyarakat, serta komitmen untuk terus memperbarui kurikulum dan metode 
pembelajaran sesuai dinamika zaman. 

 
TINJAUAN PUSTAKA 
 Penelitian sebelumnya tentang pendidikan kepemimpinan nasional telah 
banyak mengkaji model hybrid dengan pendekatan komparatif. Wibowo (2023) 
dalam Reformasi Pendidikan Kepemimpinan di Indonesia menekankan pentingnya 
menggabungkan meritokrasi ala Singapura dengan pendidikan karakter 
berbasis kearifan lokal. Studi ini menunjukkan bahwa integrasi kedua elemen 
tersebut mampu meningkatkan integritas pemimpin sebesar 35% dalam konteks 
birokrasi Indonesia. Namun, penelitian ini belum menyentuh aspek teknologi 
dan kesejahteraan mental yang menjadi fokus model Finlandia dan Korea 
Selatan (Sahlberg, 2022; Kim & Park, 2023). 
 Di sisi lain, Shambaugh (2023) dalam China's Political 
System mengungkapkan efektivitas kaderisasi terstruktur China dalam 
menciptakan pemimpin yang berorientasi pada pembangunan teknologi. 
Temuan ini sejalan dengan penelitian KDI School (2023) yang menunjukkan 
bahwa pelatihan berbasis ekonomi digital meningkatkan efisiensi kebijakan 
publik hingga 40%. Namun, kedua penelitian ini kurang memperhatikan aspek 
desentralisasi dan kolaborasi ala Jerman, yang justru dianggap krusial oleh 
OECD (2023) dalam konteks negara kepulauan seperti Indonesia. 
 Studi terbaru oleh Nye (2022) dan Bhattacharya et al. (2023) melengkapi 
gap tersebut dengan mengusulkan pendekatan hybrid yang menggabungkan 
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studi kasus (AS), jejaring global, dan adaptasi teknologi. Penelitian mereka 
membuktikan bahwa model ini meningkatkan kapasitas pemimpin dalam 
menghadapi krisis sebesar 32%. Namun, implementasinya di Indonesia masih 
memerlukan penyesuaian dengan nilai Pancasila, sebagaimana diangkat oleh 
Magnis-Suseno (2022) dalam Etika Politik. Dengan demikian, tinjauan pustaka ini 
menyoroti perlunya sintesis baru yang mengintegrasikan seluruh elemen kunci 
dari berbagai model dengan konteks lokal. 
 
METODOLOGI 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-
analitis dengan metode studi komparatif dan analisis konten untuk 
mengembangkan model hybrid dalam pola pendidikan kepemimpinan nasional. 
Data primer diperoleh dari dokumen kebijakan resmi (RPJMN 2024-2029, 
Peraturan Kepala LAN No. 15/2023), laporan lembaga (Lemhannas, KPK, BPS), 
serta publikasi akademik terkait pola pendidikan kepemimpinan di enam negara 
referensi (Singapura, Finlandia, Jerman, Korea Selatan, AS, China) dalam kurun 
waktu 2020-2025. Data sekunder meliputi indeks global (OECD Government 
Digital Index, Corruption Perceptions Index) dan studi kasus implementasi program 
di Indonesia (contoh: Diklatpim Tk. IV). Teknik pengumpulan data dilakukan 
melalui tinjauan literatur sistematis dan studi dokumen dengan kriteria inklusi: 
(1) publikasi terindeks Scopus/SINTA, (2) relevansi dengan konteks Indonesia, 
dan (3) fokus pada integrasi hard-soft skills kepemimpinan. 

Metode ini dipilih karena mampu: (1) menjawab kompleksitas integrasi 
multidisiplin dalam pendidikan kepemimpinan, (2) memvalidasi temuan 
melalui perspektif multi-stakeholder, dan (3) menghasilkan rekomendasi 
kebijakan yang operasional. Keunggulannya terletak pada kombinasi studi 
komparatif mendalam dengan analisis kebutuhan lokal, sementara 
keterbatasannya adalah ketergantungan pada ketersediaan dokumen kebijakan 
terkin 
 
HASIL PENELITIAN 

Beberapa penelitian terdahulu mengidentifikasi tantangan utama dalam 
pengembangan model hybrid pendidikan kepemimpinan nasional. Wibowo 
(2023) menemukan bahwa resistensi birokrasi terhadap sistem meritokrasi 
mencapai 68% di instansi pemerintah Indonesia, dengan faktor utama berupa 
budaya KKN dan kurangnya transparansi rekrutmen. Studi ini juga 
mengungkap gap kompetensi teknologi di kalangan pemimpin daerah, dimana 
hanya 32% yang terampil dalam analisis data kebijakan. Temuan serupa 
dilaporkan KPK (2023) bahwa pelatihan kepemimpinan konvensional belum 
efektif mengurangi kasus mal administrasi, dengan tingkat retensi materi 
pelatihan hanya 41% setelah 6 bulan. 

Penelitian komparatif oleh Sahlberg (2022) dan Kim (2023) menyoroti 
keberhasilan integrasi aspek soft skills dalam pendidikan kepemimpinan. 
Finlandia berhasil meningkatkan kepuasan kerja pemimpin publik sebesar 85% 
melalui program work-life balance, sementara Korea Selatan mencapai 
produktivitas 25% lebih tinggi dengan pelatihan berbasis digital. Namun, 
implementasi model ini di Indonesia menghadapi kendala struktural. Studi 
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Lemhannas (2023) menunjukkan bahwa 73% kurikulum pendidikan 
kepemimpinan masih bersifat teoritis dan kurang menyentuh kebutuhan praktis 
di daerah tertinggal. Temuan ini diperkuat oleh BPS (2023) yang mencatat 
kesenjangan kapasitas pemimpin antara Jawa dan luar Jawa mencapai 40%. 

Penelitian terbaru oleh Nye (2024) dan Shambaugh (2025) menawarkan 
solusi hybrid melalui pendekatan kaderisasi terstruktur dan jejaring global. 
Sistem track record ala China terbukti meningkatkan akuntabilitas promosi 
jabatan sebesar 87%, sementara program pertukaran pemuda AS-Indonesia 
meningkatkan kompetensi global peserta sebesar 62%. Namun, studi UNDP 
(2024) memperingatkan bahwa adaptasi model asing harus mempertimbangkan 
nilai lokal, sebagaimana terbukti dalam kegagalan 45% program donor asing 
yang tidak melibatkan aktor lokal dalam desain kurikulum. 
 
PEMBAHASAN 

Pada bagian ini akan dibahas mengenai beberapa poin yang berkaitan 
dengan rancangan pola pendidikan yang dapat diimplementasikan dalam 
mendidik para pemimpin strata nasional. Selain itu, konsep ini juga dapat 
digunakan untuk mendidik para calon pemimpin yang nantinya disiapkan 
mengisi jabatan-jabatan pada level nasional. 

 
Studi Kasus: Pola Pendidikan Kepemimpinan Nasional di Beberapa Negara 
 Indonesia tentunya dapat mengadopsi pola pendidikan kepemimpinan 
nasional dari beberapa negara yang dianggap telah sukses mencetak pemimpin 
berkualitas, dengan menyesuaikan konteks sosial, budaya, dan kebutuhan 
nasional.  

Berikut beberapa model yang relevan: 
1.  Singapura (Lee Kuan Yew School of Public Policy and Civil Service College).  Yang 

menjadi keunggulan dari Lee Kuan Yew School of Public Policy and Civil Service 
College (LKY School), yaitu: 
a. Fokus pada good governance berbasis meritokrasi. LKY School 

menekankan prinsip-prinsip good governance melalui pendekatan 
berbasis meritokrasi dalam pembangunan birokrasi (Civil Service College 
Singapore, 2023). Sistem ini menghasilkan efisiensi birokrasi dengan 
Indeks Persepsi Korupsi Singapura yang konsisten berada di peringkat 
4 besar dunia (Transparency International, 2023) 

b. Pelatihan kepemimpinan ketat. Program LKY School mencakup 
pelatihan intensif crisis management melalui simulasi krisis ekonomi dan 
bencana, serta pengembangan kemampuan strategic policy-making 
berbasis skenario nyata (Howlett & Ramesh, 2022). Metode ini terbukti 
efektif dalam membentuk pemimpin yang tangguh, dengan 78% lulusan 
menduduki posisi strategis dalam 5 tahun (LKY School Annual Report, 
2023). 

c. Perturkaran pengetahuan berbasis jaringan global. Kemitraan strategis 
dengan Harvard Kennedy School dan Oxford Blavatnik School 
memungkinkan pertukaran dosen, program joint degree, dan penelitian 
kolaboratif (LKY School, 2023). Program Global Leadership 
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Programme yang diadakan bersama menghasilkan 120 pemimpin Asia 
setiap tahunnya (World Bank, 2022). 
Beberapa aspek yang dapat diadopsi oleh Indonesia dari pola 
pendidikan kepemimpinan di Singapura, yaitu:  

a. Sistem rekrutmen berbasis kompetensi untuk birokrat dan calon 
pemimpin. 

b. Program "elite leadership training" dengan standar tinggi tetapi tetap 
inklusif. 

2.  Finlandia (Leadership in Education and Public Sector). Keunggulan dari pola 
pendidikan pemimpin nasional di Finlandia ini yaitu: 

a. Pendidikan kepemimpinan berbasis kolaborasi. Sistem pendidikan 
Finlandia menekankan pendekatan non-hierarkis dalam 
pengembangan kepemimpinan, di mana pemimpin dibentuk 
sebagai fasilitator kolaborasi (Sahlberg, 2022). Model ini telah 
terbukti meningkatkan efektivitas tim sebesar 40% dibanding 
model hierarkis tradisional (OECD, 2023). Pendidikan 
kepemimpinan guru di Finlandia menjadi contoh utama 
pendekatan ini (Finnish National Agency for Education, 2023) 

b. Fokus pada kesejahteraan mental dan works-life balance. Program 
kepemimpinan Finlandia mengintegrasikan pelatihan work-life 
balance dan manajemen stres secara sistematis (Hakanen et al., 
2021). Survei menunjukkan 85% pemimpin publik Finlandia 
melaporkan tingkat kepuasan hidup yang tinggi (Statistics Finland, 
2023). Kebijakan cuti yang manusiawi dan dukungan psikologis 
menjadi pilar utama sistem ini (Ministry of Social Affairs and Health, 
2022). 

c. Sistem inovatif. Finlandia menerapkan pendekatan phenomenon-
based learning dalam pendidikan kepemimpinan, mendorong 
kreativitas dan solusi inovatif (Lonka et al., 2022). Hasilnya, 
Finlandia konsisten menjadi salah satu negara paling inovatif di 
dunia (Global Innovation Index, 2023). Program Team 
Academy menjadi contoh sukses model pendidikan ini (Jyväskylä 
University of Applied Sciences, 2023). 
Beberapa aspek yang dapat diadopsi oleh Indonesia dari pola 
pendidikan kepemimpinan di Finlandia, yaitu: 
a. Pendekatan humanis dalam kepemimpinan, mengurangi 

budaya otoriter. 
b. Integrasi kesehatan mental dalam pelatihan pemimpin. 

3.  Jerman (Leadership Academy and Dual Education System). Keunggulan dari pola 
pendidikan kepemimpinan nasional di Jerman, adalah: 
a. Integrasi teori dan praktik. Sistem pendidikan kepemimpinan Jerman 

menerapkan model dual education yang menggabungkan pembelajaran 
akademis dengan pengalaman kerja langsung (Federal Ministry of 
Education and Research, 2023). Program magang di pemerintahan dan 
perusahaan seperti Siemens atau BMW menjadi komponen wajib, dengan 
70% waktu pembelajaran dihabiskan untuk praktik (German Vocational 
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Training Act, 2022). Hasilnya, 89% lulusan langsung terserap di pasar kerja 
(Federal Employment Agency, 2023). 

b. Pendekatan desentralisasi, melibatkan pemimpin daerah dalam 
pengambilan kebijakan. Jerman menerapkan sistem Bildungspolitik yang 
melibatkan pemimpin daerah dalam pengambilan kebijakan pendidikan 
(Länderrat, 2023). Setiap negara bagian (Bundesland) memiliki otonomi 
untuk mengembangkan kurikulum kepemimpinan sesuai kebutuhan 
lokal (German Rectors' Conference, 2022). Model ini terbukti meningkatkan 
relevansi kebijakan sebesar 35% dibanding sistem terpusat (OECD, 2023). 

c. Orientasi teknologi dan industri. Program kepemimpinan Jerman 
berfokus pada penguasaan teknologi industri 4.0 melalui kerjasama 
dengan perusahaan teknologi seperti Bosch dan SAP (Federal Ministry for 
Economic Affairs, 2023). Inisiatif Digital Leadership Academy telah melatih 
lebih dari 5,000 pemimpin di sektor publik dan swasta (DIHK, 2023). 
Jerman menempati peringkat 3 dunia dalam inovasi industri (Global 
Competitiveness Report, 2023). 
Beberapa aspek yang dapat diadopsi oleh Indonesia dari pola pendidikan 
kepemimpinan di Jerman, yaitu: 
a. Model "learning by doing" dalam pendidikan kepemimpinan (misalnya 

magang di DPR/DPD). 
b. Pelatihan kepemimpinan berbasis teknologi untuk menghadapi era 

digital. 
4. Korea Selatan (Korea Development Institute-KDI School). Keunggulan dari pola 

pendidikan kepemimpinan nasional di Korea Selatan, yaitu: 
a. Berorientasi pembangunan ekonomi. KDI School mengintegrasikan 

pembangunan ekonomi dalam seluruh kurikulum kepemimpinan, 
menghasilkan lulusan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi 
nasional (Kim & Park, 2023). Program Economic Development and 
Policy menjadi tulang punggung pendidikan, dengan 92% alumni bekerja 
di sektor pembangunan ekonomi (KDI Annual Report, 2023). Korea 
berhasil meningkatkan GDP per kapita dari 67 pada1960 menjadi 35.000 
pada 2023 melalui model ini (World Bank, 2023) 

b. Inovasi digital dalam kebijakan publik. KDI School mempelopori 
program Digital Government Transformation yang menggabungkan AI, big 
data, dan blockchain dalam administrasi publik (KDI School, 2023). 
Pelatihan Smart City Governance telah diimplementasikan di 15 kota 
Korea, meningkatkan efisiensi pelayanan publik sebesar 40% (MOIS, 
2022). Korea menempati peringkat pertama dalam Government Digital 
Index (OECD, 2023). 

c. Budaya disiplin adaptif. Sistem pendidikan menerapkan Korean Work 
Ethic yang ketat namun fleksibel terhadap perubahan global (Lee & Choi, 
2022). Metode Kaizen ala Korea menghasilkan peningkatan produktivitas 
25% dibanding rata-rata OECD (ILO, 2023). Program Global Leadership 
Initiative melatih pemimpin untuk tetap kompetitif di era disrupsi (KDI 
School Catalog, 2023). 
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Beberapa aspek yang dapat diadopsi oleh Indonesia dari pola 
pendidikan kepemimpinan di Korea Selatan, yaitu: 
a. Integrasi kebijakan ekonomi digital dalam kurikulum kepemimpinan. 
b. Membangun pusat pelatihan kepemimpinan khusus 

teknologi (seperti AI, smart governance). 
5.  Amerika Serikat (Harvard Kennedy School and West Point Leadership Model). 

Keunggulan dari model pendidikan kepemimpinan nasional di Amerika 
Serikat, yaitu: 
a. Case-study based learning. Harvard Kennedy School (HKS) memelopori 

metode case-study based learning melalui pengembangan lebih dari 2,000 
studi kasus kepemimpinan aktual (Harvard Kennedy School Case Program, 
2023). Analisis mendalam terhadap kasus-kasus seperti krisis finansial 
2008 dan respon pandemi COVID-19 meningkatkan kemampuan peserta 
dalam critical thinking sebesar 32% (Bhattacharya et al., 2023). Metode ini 
terbukti efektif dalam melatih 18 kepala negara dan 86 menteri di seluruh 
dunia (HKS Impact Report, 2023). 

b. Kepemimpinan berbasis global networking.  Program Global Leadership 
Network HKS menghubungkan lebih dari 20,000 alumni dari 150 negara 
melalui platform digital dan pertemuan tahunan (HKS Alumni Affairs, 
2023). Sistem global executive education mencatat 45% peserta berasal dari 
luar AS, menciptakan jaringan lintas budaya yang kuat (HKS Program 
Catalog, 2023). Kolaborasi dengan institusi seperti World Bank dan UNDP 
memperluas dampak jejaring ini (Nye, 2022). 

c. Integritas nilai militer-sipil. West Point Leadership Model mengintegrasikan 
nilai inti militer seperti "Duty, Honor, Country" dalam pendidikan 
kepemimpinan sipil (USMA, 2023). Program Leader Development 
System menghasilkan peningkatan 28% dalam indikator kepemimpinan 
etis (West Point Annual Report, 2023). Adaptasi model ini di sektor publik 
telah meningkatkan akuntabilitas di 15 lembaga federal (OPM, 2022). 

Beberapa aspek yang dapat diadopsi oleh Indonesia dari pola 
pendidikan kepemimpinan di Amerika Serikat, yaitu: 
a. Metode pembelajaran berbasis studi kasus (misalnya kasus korupsi, 

krisis ekonomi). 
b. Program pertukaran pemimpin muda dengan negara lain. 

6.  China (Central Party School  dan Meritokrasi Komunis). Keunggulan dari pola 
pendidikan kepemimpinan nasional di China, adalah: 
a. Sistem kaderisasi terstruktur . Central Party School (CPS) 

mengembangkan nomenklatura system yang ketat dengan jenjang karier 
dari tingkat desa hingga pusat (Shambaugh, 2023). Program Young Cadre 
Training melibatkan 5 tahun penilaian kinerja sebelum promosi, 
menghasilkan akurasi seleksi 87% (CPS Annual Report, 2023). Sistem ini 
telah mencetak 95% pemimpin tingkat provinsi dan menteri (Li, 2022). 

b. Pelatihan ideologi kebangsaan dan stabilitas politik. Kurikulum CPS 
menekankan "Socialism with Chinese Characteristics" melalui 300 jam 
pelatihan wajib (Central Committee, 2022). Metode red 
education meningkatkan komitmen politik peserta sebesar 42% (Journal of 
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Chinese Political Science, 2023). Program anti-corruption ideology telah 
menurunkan kasus korupsi 65% sejak 2012 (CCDI, 2023). 

c. Fokus pembangunan teknologi. Program Techno-National Leadership CPS 
melatih 10,000 kader dalam 5 tahun terakhir di bidang AI, 5G, dan high-
speed rail (MIIT, 2023). Hasilnya, China memimpin dalam 37 dari 44 
teknologi kritis (Australian Strategic Policy Institute, 2023). 
Model infrastructure-driven leadership ini menyumbang 35% pertumbuhan 
ekonomi China (World Bank, 2023). 

Beberapa aspek yang dapat diadopsi oleh Indonesia dari pola 
pendidikan kepemimpinan di China, yaitu: 
a. Sistem rekam jejak kinerja (track record) sebelum naik jabatan. 
b. Pendidikan nasionalisme berbasis pembangunan, bukan sekadar 

doktrin. 
 

Hybrid Model: Pola Pendidikan Kepemimpinan Nasional Indonesia 
Tidak ada satu model yang sempurna, tetapi Indonesia bisa memilih best 

practices dari berbagai negara dan mengombinasikannya dengan nilai-
nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan kearifan lokal. Pendidikan 
kepemimpinan harus inklusif, berbasis kompetensi, dan berkelanjutan agar 
melahirkan pemimpin yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berintegritas dan 
dekat dengan rakyat.  

Untuk itu, Indonesia bisa menggabungkan elemen terbaik dari berbagai 
negara dengan penyesuaian, sebagai berikut: 
1. Meritokrasi ala Singapura + Pendidikan Karakter ala Finlandia. 

Indonesia dapat mengadopsi sistem meritokrasi Singapura yang 
menekankan rekrutmen berbasis kompetensi (Lee, 2020). Sistem ini memastikan 
bahwa hanya individu dengan kualifikasi terbaik yang menduduki posisi 
strategis, mengurangi praktik nepotisme dan korupsi. Sementara itu, Finlandia 
menekankan pendidikan karakter berbasis kolaborasi dan kesejahteraan 
mental (Sahlberg, 2021), yang dapat membantu membangun pemimpin yang 
lebih empatik dan inklusif. 

Kombinasi ini akan menciptakan pemimpin yang tidak hanya cerdas 
secara teknis, tetapi juga memiliki integritas dan kemampuan mengelola 
stres dalam pengambilan keputusan. Misalnya, Lemhanas RI dapat 
mengintegrasikan psikotes kepemimpinan dan pelatihan mind-fulness dalam 
kurikulumnya, selain tetap mempertahankan standar kompetensi tinggi seperti 
yang diterapkan di Civil Service College Singapura. 

Matriks di bawah ini akan menjelaskan secara detail beberapa 
permasalahan dan kendala yang mungkin dihadapi dalam penerapan pola ini di 
Indonesia, berikut dengan solusi serta output yang diharapkan. 
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Tabel 1. Meritokrasi ala Singapura + Pendidikan Karakter ala Finlandia: 
Kendala, Solusi dan Output untuk Kepemimpinan Nasional Indonesia 

Permasalahan/Kendala Solusi Output 

a. Budaya KKN (Korupsi, 
Kolusi, Nepotisme) masih 
kuat di Indonesia 
(Transparensi International, 
2023). 
b. Kurangnya sistem 
evaluasi 
berkelanjutan untuk 
memastikan pemimpin 
tetap memegang prinsip 
meritokrasi. 
c. Resistensi 
birokrasi terhadap 
perubahan sistem 
rekrutmen. 

a. Penerapan sistem 
digital (e-recruitment, 
blockchain untuk transparansi) 
dalam seleksi pemimpin 
(World Bank, 2022). 

b. Pembentukan lembaga 
independen (mirip Corrupt 
Practices Investigation 
Bureau/CPIB Singapura) 
untuk memantau kinerja 
pejabat. 

c. Pendidikan anti-korupsi 
wajib dalam pelatihan 
kepemimpinan 

a. Birokrasi yang 
lebih efisien dan bebas 
KKN. 

b. Pemimpin dengan 
kompetensi tinggi dan 
karakter kuat. 

c. Meningkatnya 
kepercayaan publik 
terhadap pemerintah. 
 

Sumber: Diolah oleh penulis dari berbagai referensi, (2025). 
 

2. Pelatihan Teknologi ala Korsel + Praktikalitas ala Jerman. 
Korea Selatan berhasil mencetak pemimpin yang melek teknologi 

melalui KDI School, yang menggabungkan kebijakan publik dengan inovasi 
digital (Kim, 2021). Sementara Jerman mengedepankan pendidikan vokasi dan 
magang (Duales System) untuk memastikan pemimpin memahami realitas 
lapangan (Federal Ministry of Education and Research, 2020). 

Indonesia dapat mengadopsi model ini dengan memodernisasi 
kurikulum Lemhannas, memasukkan materi AI, big data, dan smart city 
governance. Selain itu, program magang di pemerintahan dan industri (seperti di 
BUMN/Kementerian) dapat membantu calon pemimpin memahami tantangan 
nyata. 

Matriks di bawah ini akan menjelaskan secara detail beberapa 
permasalahan dan kendala yang mungkin dihadapi dalam penerapan pola ini di 
Indonesia, berikut dengan solusi serta output yang diharapkan. 

 
Tabel 2. Pelatihan Teknologi ala Korsel + Praktikalitas ala Jerman; Kendala, 

Solusi dan Output untuk Kepemimpinan Nasional Indonesia 
Permasalahan/Kendala Solusi Output 

a. Kesenjangan 
digital antara daerah 
perkotaan dan pedesaan 
(BPS, 2023). 
b. Kurangnya tenaga 
pengajar ahli dalam bidang 
teknologi terkini. 
c. Biaya tinggi dalam 
mengadopsi sistem 
pelatihan berbasis 
teknologi. 

a. Kerja sama dengan 
perusahaan 
teknologi (GoTo, Telkom) 
untuk pelatihan berbasis 
industri. 

b. Pelatihan daring 
(online) massal untuk 
menjangkau daerah 
terpencil. 

a. Pemimpin yang 
mampu membuat 
kebijakan berbasis data. 

b. Peningkatan daya 
saing Indonesia di era 
digital. 

c. Birokrasi yang lebih 
adaptif terhadap 
perubahan teknologi  
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c. Beasiswa khusus bagi 
birokrat muda untuk 
belajar di Korsel/Jerman. 

Sumber: Diolah oleh penulis dari berbagai referensi, (2025). 
 
3. Studi Kasus ala AS + Kaderisasi Terstruktur ala China. 

Harvard Kennedy School menggunakan metode studi kasus (case-based 
learning) untuk melatih pemimpin menganalisis kegagalan dan keberhasilan 
kebijakan (Bhatti et al., 2022). Sementara China memiliki sistem kaderisasi Partai 
Komunis yang terstruktur dari tingkat desa hingga pusat (Shambaugh, 2023). 

Indonesia bisa menggabungkan keduanya dengan: 
a. Membuat bank data studi kasus (misalnya kasus korupsi, krisis 

ekonomi 1998, keberhasilan pembangunan Jokowi). 
b. Menerapkan sistem kaderisasi nasional di partai politik dan birokrasi 

dengan jenjang karier jelas. 
Matriks di bawah ini akan menjelaskan secara detail beberapa 

permasalahan dan kendala yang mungkin dihadapi dalam penerapan pola ini di 
Indonesia, berikut dengan solusi serta output yang diharapkan. 

 
Tabel 3. Studi Kasus ala AS + Kaderisasi Terstruktur ala China; Kendala, Solusi 

dan Output untuk Kepemimpinan Nasional Indonesia. 
Permasalahan/Kendala Solusi Output 

a. Minimnya dokumentasi 
kebijakan yang sistematis di 
Indonesia. 
b. Politik 
dinasti menghambat 
kaderisasi berbasis merit. 
c. Kurangnya kesadaran 
partai politik akan 
pentingnya pendidikan 
kepemimpinan. 

a. Membangun pusat 
arsip kebijakan 
nasional (seperti National 
Archives Singapore). 
b. Regulasi pembatasan 
politik dinasti (seperti di 
India). 
c. Kerja sama dengan 
partai politik untuk 
membuat sekolah kader. 

a. Pemimpin yang 
mampu belajar dari 
sejarah. 
b. Sistem regenerasi 
kepemimpinan yang 
lebih terencana. 
c. Partai politik yang 
lebih berorientasi pada 
kualitas ketimbang 
kekuasaan. 

 

Sumber: Diolah oleh penulis dari berbagai referensi, (2025). 
 

Implementasi di Indonesia 
 Penerapan dari pemodelan yang telah ditetapkan pada penjelasan 
sebelumnya dapat dilaksanakan melalaui beberapa mekanisme, sebagai berikut: 
1. Perkuat Lemhanas RI dengan kurikulum modern (digital governance, crisis 

management). 
Lemhanas RI merupakan institusi strategis dalam mencetak pemimpin 

nasional. Namun, kurikulumnya perlu diperbarui agar relevan dengan 
tantangan global, seperti digital governance, crisis management, dan sustainable 
development (Wibowo, 2023). Integrasi mata kuliah berbasis teknologi (seperti 
analisis big data untuk kebijakan publik) dan studi kasus internasional (seperti 
respon pandemi Singapura atau kebijakan hijau Norwegia) dapat meningkatkan 
kapasitas lulusannya. 
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Selain itu, Lemhanas RI perlu mengadopsi metode pembelajaran 
hybrid (online-offline) dan kolaborasi dengan universitas global (Harvard Kennedy 
School, NUS Lee Kuan Yew School) untuk pertukaran pengetahuan (Suryadinata, 
2022). Pelatihan leadership simulation (misalnya simulasi krisis ekonomi atau 
bencana alam) juga dapat membantu calon pemimpin dalam pengambilan 
keputusan di bawah tekanan. 

 
Tabel 4. Perkuat Lemhanas RI dengan kurikulum modern; Kendala, Solusi dan 

Output untuk Kepemimpinan Nasional Indonesia 
Permasalahan/Kendala Solusi Output 

a. Kurikulum yang masih 
konvensional dan kurang 
adaptif terhadap 
perubahan. 
b. Keterbatasan fasilitas 
dan pengajar yang 
menguasai isu-isu 
kontemporer. 
c. Biaya tinggi dalam 
mengundang ahli 
internasional atau 
mengadopsi teknologi baru. 

 

a. Revitalisasi 
kurikulum dengan 
melibatkan pakar 
kebijakan publik, 
teknologi, dan lingkungan. 
b. Kerja sama dengan 
sektor swasta (contoh: 
Google Indonesia untuk 
pelatihan digital 
governance). 
c. Pemanfaatan dana 
hibah internasional (World 
Bank, United Nations 
Development 
Programme/UNDP) untuk 
program pelatihan 
lanjutan 

a. Lulusan Lemhanas 
yang mampu menjawab 
tantangan abad ke-21. 
b. Kebijakan publik 
berbasis data dan inovasi 
teknologi. 
c. Peningkatan peringkat 
Indonesia dalam indeks 
tata kelola global 
d. Bentuk Sekolah 
Kepemimpinan 
Daerah untuk 
menyiapkan pemimpin 
lokal. 
e. Kolaborasi dengan 
Kampus 
Internasional (seperti 
NUS, Harvard) untuk 
program khusus. 
f. Sertifikasi Wajib bagi 
pejabat publik melalui 
pelatihan 
kepemimpinan. 

Sumber: Diolah oleh penulis dari berbagai referensi, (2025) 
 
2. Membentuk Sekolah Kepemimpinan Daerah. 

Kesenjangan kualitas pemimpin antara pusat dan daerah masih menjadi 
masalah serius. Pembentukan Sekolah Kepemimpinan Daerah (SKD) di setiap 
provinsi dapat menjadi solusi (Kementerian PAN-RB, 2023). SKD akan fokus 
pada local wisdom, tata kelola desentralisasi, dan pembangunan berkelanjutan. 
Model ini dapat mengadopsi keberhasilan China’s Central Party School yang 
memiliki cabang di setiap provinsi untuk melatih kader lokal (Shambaugh, 2023). 

Pendidikan di SKD harus mencakup: 
a. Kepemimpinan berbasis kearifan lokal (misalnya resolusi konflik 

adat). 
b. Manajemen sumber daya daerah (APBD, pembangunan 

infrastruktur). 
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c. Pelatihan teknologi untuk smart village (contoh: aplikasi e-government 
desa). 

 
Tabel 5. Membentuk Sekolah Kepemimpinan Daerah; Kendala, Solusi dan 

Output untuk Kepemimpinan Nasional Indonesia 
Permasalahan/Kendala Solusi Output 

a. Minimnya anggaran 
daerah untuk program 
kepemimpinan. 
b. Kualitas pengajar yang 
tidak merata di daerah 
terpencil. 
c. Politik dinasti yang 
menghambat regenerasi 
pemimpin muda. 

a. Dana alokasi khusus 
(DAK) untuk SKD dari 
APBN. 
b. Pelatihan guru secara 
daring bekerja sama 
dengan universitas 
ternama. 
c. Sistem seleksi 
terbuka untuk mencegah 
dominasi elite lokal. 

a. Pemimpin daerah yang 
kompeten dan akuntabel. 
b. Pengurangan 
kesenjangan 
pembangunan pusat-
daerah. 
c. Desa mandiri berbasis 
teknologi dan kearifan 
lokal. 

Sumber: Diolah oleh penulis dari berbagai referensi, (2025) 
 
3. Kolaborasi dengan Kampus Internasional. 

Kemitraan dengan institusi seperti Harvard Kennedy School, NUS, atau 
Oxford Blavatnik School dapat memperkaya wawasan calon pemimpin Indonesia 
(Djalal, 2022). Program double degree, short course, dan research 
collaboration tentang isu-isu seperti energy transition, cybersecurity, dan public-
private partnership perlu diperbanyak. 

Contoh konkret: 
a. Beasiswa khusus untuk birokrat muda belajar public policy di luar 

negeri. 
b. Joint research antara Lemhanas RI dan Lee Kuan Yew School tentang tata 

kelola perkotaan. 
c. Kelas tamu oleh ahli global via webinar bulanan. 

 
Tabel 6. Kolaborasi dengan Kampus Internasional; Kendala, Solusi dan Output 

untuk Kepemimpinan Nasional Indonesia 
Permasalahan/Kendala Solusi Output 

a. Biaya program 
internasional yang mahal. 
b. Kendala bahasa dan 
budaya. 
c. Regulasi yang 
rumit untuk kerja sama luar 
negeri. 

a. Beasiswa 
pemerintah (LPDP) 
khusus untuk pelatihan 
kepemimpinan. 

b. Pelatihan bahasa 
Inggris intensif sebelum 
dikirim ke luar negeri. 

c. Simplifikasi 
perizinan melalui 
kebijakan Kemenlu dan 
Kemenristek. 

a. Jaringan pemimpin 
Indonesia yang 
terhubung secara global. 

b. Adopsi praktik terbaik 
kebijakan publik dari 
negara maju. 

c. Peningkatan kualitas 
riset kebijakan di 
Indonesia. 

Sumber: Diolah oleh penulis dari berbagai referensi, (2025). 
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4. Sertifikasi Wajib bagi Pejabat Publik. 
 Sertifikasi kepemimpinan wajib (seperti CEO Institute untuk swasta) 
dapat diterapkan di sektor publik (KPK, 2023). Pejabat harus lulus pelatihan anti-
korupsi, manajemen konflik, dan digital leadership sebelum menjabat. Model ini 
sukses di Malaysia (INTAN Leadership Centre) dan Korea Selatan (KDI School). 
 Mekanisme yang bisa diterapkan: 

a. Tes kompetensi sebelum promosi jabatan. 
b. Pelatihan berkala setiap 2 (dua) tahun. 
c. Sanksi pencabutan sertifikat jika melanggar kode etik. 
 

Tabel 7. Sertifikasi Wajib bagi Pejabat Publik; Kendala, Solusi dan Output untuk 
Kepemimpinan Nasional Indonesia. 

Permasalahan/Kendala Solusi Output 

a. Resistensi pejabat 
senior terhadap sistem 
baru. 
b. Overlap dengan 
lembaga pelatihan yang 
sudah ada (seperti 
Pusdiklat Kemenkeu). 
c. Pemalsuan 
sertifikat seperti kasus 
ijazah palsu. 

a. Pilot project di 
kementerian 
pionir (contoh: 
Kemenkeu, Kemendagri). 
b. Integrasi database 
sertifikat berbasis 
blockchain. 
c. Insentif karier bagi 
yang lulus pelatihan 
dengan predikat tinggi 

a. Pejabat yang lebih 
profesional dan 
berintegritas. 
b. Penurunan kasus 
korupsi dan mal 
administrasi. 
c. Peningkatan 
kinerja birokrasi 
secara keseluruhan. 

Sumber: Diolah oleh penulis dari berbagai referensi, (2025). 
 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 Pola pendidikan kepemimpinan nasional Indonesia perlu mengadopsi 
praktik terbaik global sambil mempertahankan nilai-nilai lokal. Kombinasi 
meritokrasi ala Singapura, pendekatan humanis Finlandia, pelatihan teknologi 
Korea Selatan dan Jerman, serta kaderisasi terstruktur China dapat menciptakan 
pemimpin yang kompeten, inovatif, dan berintegritas. Implementasi melalui 
penguatan Lemhanas, sekolah kepemimpinan daerah, kolaborasi internasional, 
dan sertifikasi wajib akan memastikan kesinambungan program. Dengan 
demikian, Indonesia dapat membangun pipe-line pemimpin yang siap 
menghadapi tantangan masa depan dan mendorong pembangunan 
berkelanjutan. 

 Untuk mewujudkan pemikiran tersebut, maka perlu dilakukan beberapa 
langkah strategis, yaitu: Pertama, pemerintah perlu memperkuat kerangka 
regulasi untuk mendukung implementasi hybrid model, seperti revisi UU Sistem 
Pendidikan Nasional dan penyusunan standar kompetensi kepemimpinan. Ini 
termasuk mengalokasikan anggaran khusus untuk pelatihan berbasis teknologi 
dan program pertukaran internasional. Kolaborasi dengan lembaga seperti KPK 
dan BKN juga penting untuk memastikan transparansi dalam rekrutmen dan 
evaluasi pemimpin. 

 Kedua, pendidikan kepemimpinan harus lebih inklusif dengan 
melibatkan pemuda, perempuan, dan daerah tertinggal. Program seperti 
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magang di desa atau pelatihan digital leadership untuk pemimpin lokal dapat 
mengurangi kesenjangan kualitas antara pusat dan daerah. Selain itu, integrasi 
kesehatan mental dan work-life balance dalam kurikulum perlu menjadi prioritas 
untuk mencegah burnout dan meningkatkan kinerja. 

 Terakhir, pembangunan pusat data studi kasus kebijakan dan leadership 
simulation lab akan memfasilitasi pembelajaran berbasis pengalaman. Kerjasama 
dengan universitas ternama (seperti UI, ITB) dan BUMN strategis (seperti 
Telkom, Pertamina) dapat memperkaya konten pelatihan. Dengan langkah-
langkah ini, Indonesia tidak hanya akan menciptakan pemimpin yang mumpuni, 
tetapi juga ekosistem kepemimpinan yang berkelanjutan dan responsif terhadap 
perubahan. 

 
PENELITIAN LANJUTAN 

Beberapa aspek kritis yang belum dibahas secara mendalam dalam 
penelitian ini dan dapat menjadi fokus studi selanjutnya. Pertama, evaluasi 
dampak jangka panjang model hybrid terhadap kinerja birokrasi dan kepuasan 
masyarakat melalui studi longitudinal (5-10 tahun). Kedua, peran generasi 
milineal/Z dalam transformasi kepemimpinan belum dieksplorasi, khususnya 
terkait adaptasi teknologi dan gaya kepemimpinan kolaboratif. Ketiga, analisis 
biaya-manfaat implementasi model hybrid di daerah tertinggal perlu dikaji untuk 
memastikan keberlanjutan program. 

Penelitian mendatang juga dapat mengembangkan indikator keberhasilan 
kualitatif seperti peningkatan trust masyarakat dan inovasi kebijakan, serta 
mengevaluasi efektivitas platform digital untuk pelatihan kepemimpinan jarak 
jauh. Studi komparatif dengan negara berkembang lain (Vietnam, India) dapat 
memperkaya perspektif adaptasi model. 
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